
BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI PROFESSIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Menteri Dal am Negeri Nom or 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Unum Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengangkatan

dan Pemberhentian Pegawai Profesional Lainnya Badan

Layanan Urn un Daerah Kabupaten Bangka Barat,

Mengingat 1.

2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nom or 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangkok Belitung

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nom or 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nom or 4033);

Undang-Undang Nor for 5 Tahun 2003 tentang

Pernbentukan Kabupaten Bangka Selatan,

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka

Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 25,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia



4.

5.

6.

7.

Nom or 4268);

Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or

5587), sebagaimana telah beberapa Kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nom or 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah

Pengganti Undang-Undang Nom or 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nom or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nom or 6856);

Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nom or 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nom or 6887);

Peraturan Pemerintah Nom or 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nom or 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nom or 4502),

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nom or 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan ates Peraturan Pernerintah Nom or 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Urn un (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nom or 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

5340);

Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nom or 6322);

Nom or



8.

9.

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nom or 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Unum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nom or 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nor for 19 Tahun

2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan

Masyarakat (Benita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nom or 1039);

10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nom or 56 Tahun

2015 tentang Pedornan Tata Kelola Badan Layanan

Unum Daerah Rum ah Sakit Umum Daerah

Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat (Benita

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

Nom or 4 Semi D);

11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nom or 9 Tahun

2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Rum ah Sakit

Umum Daerah Sejiran Setason (Benita Daerah

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nom or 6

Semi D);

12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nom or 7 Tahun

2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan

Unum Daerah Pada Pus at Kesehatan Masyarakat

(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun

2024 Nom or 6 Semi E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

PROFESSIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan:



1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bangka Barat.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

Barat.

Badan Layanan Unum Daerah, yang selanjutnya

disingkat BLUD, adalah sister yang diterapkan

oleh unit pelaksana teknis dines/ baden Daerah

dalam rnemberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mempunyai fleksibilitas dalam pole

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan Daerah pads umumnya.

Rum ah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka

Barat, yang selanjutnya disingkat RSUD Sejiran

Setason Kabupaten Bangka Barat adalah Rum ah

Sakit Unum Daerah milk Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat yang dikelola dengan pole Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD).

Unit Pelaksana Teknis Dines Kesehatan

selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola dengan

pole Badan Layanan Unum Daerah (BLUD) .

Pernimpin Badan Layanan Unum Daerah adalah

penanggung jawab Unum operasional dan

keuangan Badan Layanan Unum Daerah (BLUD).

Tenaga Profesional Lainnya adalah setiap orange

yang somber penghasilannya dari pekerjaan atau

kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran,

atau kecakapan yang memenuhi stander mutu

atau norma tertentu Serta rnemerlukan pendidikan

profesi rneliputi tenaga medis, tenaga kesehatan

dan ten aga pendukung atau penunjang kesehatan.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tenaga Medis adalah setiap orange yang

mengabdikan dirt dalam bidang kesehatan Serta

memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan

keterampilan melalui pendidikan profesi

kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan

kewenangan untuk melakukan papaya kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap prang yang

mengabdikan dirt dalam bidang kesehatan Serta

memilild sikap profesional, pengetahuan, dan

keterampilan melalui pendidikan tinggi yang

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakukan papaya kesehatan.

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan,

antara lain berupa tenaga biologi, tenaga

administration, pramusaji, tenaga keuangan,

petugas pemulasaran jenazah, dan petugas

ambulans.

Tenaga Teknik Biomedika adalah jenis tenaga

Kesehatan yang terdiri ates radiographer,

elektromedis, tenaga telmolog laboratoriurn

rnedik, iisikawan medik, dan ortotik prostetik.

Pegawai Profesional Lainnya, yang selanjutnya

disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang

diangkat oleh pimpinan BLUD untuk jangka waktu

tertentu guns rnelaksanakan togas yang sesuai

kebutuhan BLUD.

Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam

waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.

Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang

diberikan selain gaji ates suatu pekerjaan yang

telah dilaksanakan.

Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan

cut, adalah keadaan tidak masuk kerja yang

diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam

rangka meningkatkan kualitas / kornpetensi



20.

pegawai BLUD.

Pengadaan pegawai BLUD adalah kegiatan yang

dilaksanakan mulai dari perencanaan,

pengurnuman, penyaringan dan pengangkatan

pegawai BLUD Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati in dimaksudkan sebagai

pedoman dalam pengelolaan pengangkatan dan

pemberhentian pegawai profesional lainnya BLUD.

(2) Peraturan Bupati in bertujuan untuk rnenetapkan

hokum dalam rangka memenuhipayung
kebutuhan pegawai untuk meningkatkan

pelayanan yang bermutu dan berkualitas Serta

mendukung Idnerja BLUD Kabupaten Bangka

Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ii mengatur pengelolaan

pengangkatan dan pemberhentian pegawai profesional

lainnya pads Rum ah Sakit Umurn Daerah Sejiran

Setason, Puskesmas, dan UPTD Pelayanan Kesehatan

yang berstatus BLUD.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 4

Sumber days manusia kesehatan BLUD yang berasal
dari profesional lainnya terdiri ates:

a. Tenaga Medis,



b. Tenaga Kesehatan, dan

c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf a meliputi:

a. Dokter, dan

b. Dokter gigi.

Jonis Tenaga Medis dokter sebagaimana dirnaksud

pads ayat (1) huruf a terdiri ates dokter, dokter

spesialis, dan dokter subspesialis.

Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) huruf b terdiri ates dokter

Gigi, dokter Gigi spesialis, dan dokter gigi

subspesialis.

(1)

(2)

Pasal 6

Tenaga Kesehatan sebagairnana dirnaksud dalam

Pasal 3 huruf b dikelompokkan ke dalam:

a. Tenaga psikologi klinis,

b.

C.

d.

e.

i.

j.

k.

1.

Tenaga keperawatan,

Tenaga kebidanan;

Tenaga kefarmasian,

Tenaga kesehatan masyarakat dan/ atau

tenaga promosi kesehatan, dan/ atau tenaga

epidemiology kesehatan;

f. Tenaga kesehatan lingkungan,

g. Tenaga gizi/ Nutrisionis;

h. Tenaga keterapian fisk/ Fisioterapis,

Tenaga keteknisian medis;

Tenaga teknik biomedika;

Tenaga kesehatan tradisional, dan

Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh

Menteri.

Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga psikologi ldinis sebagaimana

1



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

dimaksud pads ayat (1) huruf a adalah psikolog

kline.

Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga keperawatan sebagaimana

dimaksud pads ayat (l) fun lf b terdiri ates
perawat vokasi, hers, dan hers spesialis.

Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga kebidanan sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) huruf C terdiri ates bid an

vokasi dan bid an profesi.

Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) huruf d terdiri ates tenaga

vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok ten aga kesehatan masyarakat

sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf e

terdiri ates tenaga kesehatan rnasyarakat,

epiderniolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan

dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja,

Serta tenaga administration dan kebijakan

kesehatan.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalarn

kelompok tenaga kesehatan lingkungan

sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf f

terdiri ates tenaga sanitasi lingkungan dan

entomolog kesehatan.

Jonis Tenaga Kesehatan yang terrnasuk dalam

kelompok tenaga gizi sebagajmana dirnaksud pads

ayat (1) huruf g terdiri ates nutrisionis dan
dietisien.

Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga keterapian tisik sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) huruf h terdiri ates

fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara,

dan akupunktur.



(10) Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) huruf i terdiri ates

perekarn rnedis dan informasi kesehatan, teknisi

kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah,

optometris, teknisi Gigi, penata anestesi, terapis

gig dan mulut, Serta audiologis.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga teknik biornedika sebagairnana

dimaksud pads ayat (1) huruf j terdiri ates

radiographer, elektromedis, tenaga teknologi

laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik

prostetik.

(12) Jonis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga kesehatan tradisional

sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf k

terdiri ates tenaga kesehatan tradisional ramuan

atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat

tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional

interkontinental.

Pasal 7

Tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Tenaga biologi;

Tenaga administrative,

Prarnusaji;

Tenaga keuangan,

Petugas pemulasaran jenazah,

Petugas ambulans,

Tenaga sister informasi kesehatan,

Pekarya (tenaga kebersihan, tenaga

sopir); dan

Tenaga lainnya dibutuhkan berdasarkan

sesuai peraturan perundang-undangan.

keamanan,

kajian



BAB IV

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)

(2)

adalah

dengan

Status kepegawaian pegawai BLUD

pegawai profesional lainnya BLUD

kontrak.

Pegawai sebagairnana dimaksud pads ayat (1)

adalah pegawai dengan perjanjian kelja selama 1

(sat) tahun dan dapat diperbarui apabila pegawai

tersebut dibutuhkan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

(1) Setiap pegawai BLUD wajib:

a. Setia dan toot kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah

Serta menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa

dan Negara Republik Indonesia;

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara profesional, kompeten, jujur,

transparan, dan tidak diskrirninatif,

c. Netral dari pengaruh partai politik dan

organisasi terlarang,

d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku di

lingkungan BLUD dan peraturan lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,

e. Mentaati ketentuan jam kerja,

f. Menjadi teladan yang bark di lingkungan

kerjanya dan masyarakat;

g. Melaksanakan pekerjaan dengan juju, cermet,

teliti dan bersedia menanggung segala akibat

yang terjadi Karena kelalaian atau kesenjangan

dalam melaksanakan pekerjaannya;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 12

Setiap pegawai BLUD berhak ates cut.

Pemberian cut sebagairnana dimaksud pads ayat

(1) mehputi:

a. Cuti sakit,

b. Cuti melahirkan, dan

c. Cuti alasan penting.

Ketentuan cut sebagaimana dimaksud pads ayat

(2) rnengikuti ketentuan cut pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja.

Cuti sakit sebagaimana dirnaksud pads ayat (2)

hum a dibatasi paling lama 1 (sat) bulan atau

30 (hart) secara torus rnenerus dan jug dibatasi

paling lama 46 (empat puluh enam) hart kerja

terakumulasi dalam 1 (satu) tahun.

Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pads

ayat (2) huruf b diberikan 5 (lima) hart kerja

selena 1 (satu) tahun dengan alasan pegawai

bersangkutan menikah dan anggota keluarga

seperti ibu, bapak, is tri, suami, anak, kakak, adik,

mertua atau menantu sakit keras atau meninggal.

Jangka waktu cut allan penting sebagaimana

dimaksud pads ayat (5) dikecualikan untuk

pegawai BLUD yang menunaikan ibadah umroh/

Haji atau ibadah agama lainnya.

Cuti diajukan oleh yang bersangkutan kepada

pemirnpin BLUD.

Pemberian cut ditetapkan oleh Pernimpin BLUD

dengan memperoleh persetujuan dari atasan

secara berjenjang.

(8)



I
BAB VI

LARANGAN

d.

e.

Pasal 13

Setiap pegawai BLUD dilarang:

a.

b.

C.

Menjadi anggota partai politik;

Menjadi anggota organisasi terlarang;

Menjadi tim sukses salah satu colon Kepala

Daerah,

Terlibat judi online; dan

Terlibat dalam hal penyimpangan narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 14

Pemimpin BLUD wajib menetapkan target

pekerjaan bag pegawai BLUD yang rneliputi target

kuantitas, kualitas rnaupun waktu penyelesaian

untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan.

Penilaian kinerja pegawai BLUD meliputi aspek

pencapaian target kerja dan aspek perilaku kerja.

Aspek perilaku kerja yang dinilai antara Iain:

a. Orientasi pelayanan;

b. Integitras,

c. Komitrnen,

d. Disiplin; dan

e. Kexja Soma.

Tata Cara penilaian kinerja pegawai BLUD

sebagaimana dimaksud pads ayat (2) mengacu

pads tata Cara penilaian prestasi kerja ASN.

Penilaian ldnerja pegawai BLUD sebagaimana

dimaksud pads ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam)

bulan sekali dalam l (satu) tahun.
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C.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

maksirnal 57 (lima puluh tujuh) tahun;
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

merniliki kekuatan hokum tetap Karena
melakukan tindak pidana dengan pidana

penjara 2 (due) tahun atau lebih;

Tidak pernah diberhentikan dengan tidak
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

pegawai honorer atau sebagai pegawai swasta,

Memilild ijazah sesuai dengan kuaLliIikasi yang

dibutuhkan;
Surat keterangan shat dari Rurnah Sakit
Pemerintah,

Syarat lain yang

persyaratan jabatan,

Khusus tenaga medis dan ten aga kesehatan

memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan

sertiflkasi keahlian tertentu yang mash
berlaku dari lembaga profesi yang berwenang

untuk jabatan yang mernpersyaratkan; dan
Bersedia menandatangani perjanjian/ kontrak
kerja.

ditentukan dalam

(3) Perjanjian/ kontrak kerja sebagaimana dimaksud

pads ayat (2) huruf I, sekurang-kurangnya

memuat:

a.

b.

C.

d.

e.

Para pihak yang terkait;

Hak dan kewajban para pihak,
Besaran gaji;

Jangka waktu perjanjian kerja; dan

Hal-hal lain yang dianggap peru.

Pasal 18

(1) Pernenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan

kepada rnasyarakat, Pemerintah Daerah

bertanggung jawab melakukan penernpatan



(2)

Tenaga Medis dan Tenaga Teknik Biomedika

setelah melalui proses seleksi.

Pengangkatan pegawai Tenaga Medis dan Tenaga

Teknik Biomedika BLUD dalam rangka

pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan

kepada Masyarakat dap at dilakukan sesuai

kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan fanya

dengan Cara seleksi administrasi.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan

(1)

(2)

pegawai BLUD

Pasal 19

Pengumuman Lowongan

diumumkan secara terbuka.

Pengumuman sebagaimana dirnaksud pads ayat

(1) mencantumkan:

a.

b.

C.

d.

e.

f.

oleh setiap

Jumlah, jenis, dan kualiflkasi jabatan;

Unit kerja penempatan,

Persyaratan yang dipenuhi

pelamar,

Ala rat dan ten pat lamaran ditujukan; dan

Batas waktu pengajuan lamaran,

Jadwal tahapan seleksi;

Bagian Ketiga

Seleksi

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Panitia seleksi penerimaan pegawai

ditetapkan oleh Kepala Dines Kesehatan.

Panitia seleksi berasal dari usulan pemimpin

BLUD.

Tugas panitia sebagaimana dimaksud pads ayat

(1) adalah sebagai berikut:

a. Menerirna berkas larnaran,

b.

BLUD

Menyiapkan bahama fijian;



perneriksaanC. Menentukan pedoman

penilaian fijian;

d. Menentukan ten pat dan jadwal fijian,

e. Menyelenggarakan fijian; dan

dan

(4)

(51

f. Merneriksa dan menentukan basil fijian.

Behan fijian sebagaimana dirnaksud pads ayat (3)

fun lf b meliputi:

a. Tes tertulis,

b. Tes kompetensi, dan

C. Tes wawancara.

Tim menyampaikan basil kegiatan seleksi kepada

pimpinan BLUD.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Pegawai BLUD

(1)

(2)

Pasal 21

Panitia mengumumkan secara terbuka penetapan

peserta yang lulus seleksi colon pegawai BLUD.

Penetapan peserta yang lulus seleksi colon

pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan.

BAB IX

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD

(1)

(2)

Pasal 22

Peserta yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan

seleksi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20

wajib melalkukan pendaftaran ulang dengan

menyerahkan kelengkapan dokumen yang

dipersyaratkan.

Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) sebagai berikut:

a. Berkelakuan bark yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ,



(3)

(4)

(5)

b. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, dan

Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dari Rum ah Sakit

pemerintah;

c. Surat keterangan tidak buts warner dari

Rum ah Sakit pemerintah, dan

d. Surat keterangan shat rohani dari Rurnah

Sakit pernerintah.

Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana

dimaksud pads ayat (1), dap at diangkat rnenjadi

pegawai BLUD dan wajib mengikuti mass

percobaan selarna 3 (tiger) bulan untuk dilakukan

penilaian perilaku dan ldneija oleh pejabat terkait.

Pegawai BLUD yang tidak mernenuhi target dan

perilaku kinelja sebagairnana dirnaksud pads ayat

(3) diberhentikan sebagai pegawai BLUD.

Jangka waktu kontrak pegawai BLUD berlaku

sejak penandatanganan kontrak kerja dan

berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan

dalam kontrak kerja.

b.

c.

Pasal 23

Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah

berakhirnya mass kontrak apabila:

a. tertulis kepadaMengajukan permohonan

pemimpin BLUD;

Formasi jabatan mash tersedia, dan

Menunjukkan prestasi kerjja

berdasarkan evaluasi ldnerja.
yang bark
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(2)

(3)

BLUD kontrak, paling larva 1 (satu) tahun dan

dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan

berdasarkan penilaian kinerja.

Pegawai BLUD yang rnemiliki keahlian tertentu

dan telah mencapai betas usia 57 (lima puluh

tujuh) tahun, dapat dilakukan perpanjangan

kontrak.

Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu

sebagairnana dimaksud pads ayat (2) dap at

dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan

kebutuhan BLUD.

BAB XI

PENGEMBANGAN

(1)

(2)

Pasal 27

Pengembangan kompetensi dapat diberikan

kepada pegawai BLUD sesuai dengan kompetensi

yang dibutuhkan BLUD.

Apabila Pegawai yang telah mengikuti pelatihan

khusus dengan biaya BLUD mengundurkan dirt

dan/atau berhenti, maker pegawai tersebut harus

mengganti biaya pelatihan yang telah dikeluarkan

oleh BLUD.

(1)

(2)

(3)

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD

diladcukan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan pegawai BLUD dilakukan oleh atasan

langsung dengan mempertimbangakan penilaian

ldnerja.

Pembinaan pegawai BLUD meliputi:

a. Mutasi internal,

b. Pelatihan, dan

c. Pernberian penghargaan dan sanksi.

(4) Pembinaan pegawai BLUD menjadi tanggung



I

jawab Pemimpin BLUD.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Pasal 29

(1) Pernutusan hubungan pezjjanjian kerja pegawai

BLUD dilakukan dengan hormat Karena:

(2)

a.

b.

C.

d.

Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

Meninggal dura;

Atas permintaan sendai,

Perampingan organisasi atau kebijakan

pemerintah yang mengakibatkan pengurangan

pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD;

e. Diterima menjadi Colon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) pads instansi lainnya;

f. Tidak memenuhi target dan perilaku kinerja

sella 3 (tiger) bulan pertama;

g. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani

sehingga tida.k dapat menjalankan togas dan

kewajiban sesuai perjanjian kerja yang

disepekati, dan

h. Status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemutusan hubungan pedanjian kerja pegawai

BLUD dilakukan dengan hormat tidak ates

perrnintaan sendai Karena:

(3)

a. melakukan pelanggaran disiplin pegawai BLUD

tingkat beat seperti tidak mask kerja sella

1 (satu) bulan tanpa keterangan dan terlibat

dalam tindakan korupsi; dan

b. tidak rnemenuhi target kinerja yang telah

disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai

BLUD dilakukan tidak dengan hormat Karena:

a. rnelakukan penyelewengan terhadap Pancasila



b.

c.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hokum tetap Karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan tau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana Unum, dan

menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik.

(1)

(2)

Pasal 30

Pegawai BLUD yang dikarenakan penahanan oleh

pihak bewvajib dan ditetapkan sebagai tersangka

suatu tindak pidana diberhentikan dari pegawai

BLUD.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pads ayat

(1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemirnpin

BLUD.

BAB XIII

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

(1)

(2)

Pasal 31

Penilaian kinerja pegawai BLUD merupakan basil

penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka

waktu 3 (tiger) bulan dan ditandatangani oleh

atasan langsung.

Penilaian kinerja pegawai BLUD sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) dijadikan sebagai bahama

pertimbangan untuk:

a. Perpanjangan perjanjian kerja pegawai BLUD;

dan

b. Pemberhentian dan/atau

perjanjian kezja pegawai BLUD.

pemutusan



BAB XIV

PERLINDUNGAN

(1)

(2)

mernberikan perlindungan

Pasal 32

Pemerintah wajib

berupa:

a. Jaminan keselamatan kerja; dan

b. Jaminan kematian.

Perlindungan jaminan sebagaimana dimaksud

pads ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistern

jaminan sosial nasional.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai aldbat

ditetapkannya Peraturan Bupati in dibebankan pads

Anggaran Badan Layanan Unum Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

b.

Pasal 34

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan togas

sebelurn Peraturan Bupati in berlaku:

a. Tetap rnelaksanakan togas sampai dangan mass

kontralknya habis, dan

Setelah mass kontrak habis, dap at mengkuti

seleksi administrasi untuk selanjutnya dilakukan

perpanjangan kontrak.



BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pegawai BLUD ddak dijamin menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati in rnulai berlaku pads tanggal

diundangkan. Agar seiap orange mengetahuinya,

mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in

dengan penenmpatannya dalam Benita Daerah

Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok

pads tanggal 25 i"\o~<l2k

GKA BARAT,
1 .

2025

Diundangkan di Mentok

pads tgnggal 15 *"\O~<'L'¢

ARIS DAERAH

BANGKA BARAT
'UAH

2025
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SOLEH

AERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR I 3 SERI E


